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9PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.3/Menhut-II/2014 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG 

DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 
kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di 
bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur 
selaku wakil Pemerintah; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, 
pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah 
kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri; 

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, menjamin 
keluaran kegiatan, serta meningkatkan efektivitas 
penggunaan dan pelaksanaan Peraturan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
(Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kehutanan Tahun 
2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku 
Wakil Pemerintah;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548);  
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